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Halaman Persembahan 

Bismillahirohmanirohim...... 

“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang 

dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang 

bercahaya.Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih 

berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang 

ingin bersyukur.” 

(Q.S AL-Furqon : 61-62) 

Segala puji bagi Allah yang maha 

mulia, yang menciptakan manusia, 

yang memberikan kepadanya 

kemampuan untuk berbicara dan 

menurunkan kitab suci al Qur’an yang 

menjadi sumber nasihat, 

obat, petunjuk, dan rahmat bagi 

orang-orang beriman. 

Al Qur’an yang lurus adalah menjadi 

saksi dan cahaya bagi orang yang 

memiliki keyakinan, 

merupakan penghormatan yang sempurna 

dan mutlak kepada makhluk yang 

terbaik, yang cahaya 

dimasa hidupnya menerangi semua 

hatidan setelah wafatnya menerangi 

kubur-kubur, yang 



 
 

 
 

wujudnya merupakan satu rahmat untuk 

seluruh alam. 

Dialah Muhammad saw. pesuruh Allah. 

Terima kasih ya Allah SWT.. 

Pada akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan 

selesai di waktu yang tepat 

Dengan tetes peluh yang membasahi 

asa, ketakutan yang memberatkan 

langkah, tangis 

keputusasaan yang sulit dibendung, 

dan kekecewaan yang pernah menghiasi 

hari-hari kini menjadi 

tangisan penuh kesyukuran dan 

kebahagiaan yang tumpah dalam sujud 

panjang. Alhamdulillah 

maha besar Allah, sembah sujud 

sedalam qalbu hamba haturkan atas 

karunia dan rizki yang 

melimpah, kebutuhan yang tercukupi, 

dan kehidupan yang layak. 

 Mama tersayang, (Mustimar) 
Yang mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membimbingku 

untuk tidak pernah menyerah pada kehidupan. Kasih yang  engkau  

hamparkan bagaikan laut  tak bertepian, kasih sayangmu sungguh bernilai dan 

itulah harta yang engkau  berikan.  Untaian doa dan motivasi yang selalu  

engkau  layangkan, pengorbanan dan perjuanganmu  yang tanpa sedikitpun 

keluh kesah keluar dari bibirmu dari waktu ke waktu, hingga anakmu bisa 

menjadi seperti ini. 



 
 

 
 

Engkaulah mama terbaik dalam hidupku sekarang dan selamanya dalam 

hidupku, semoga aku diberi waktu untuk  selalu membahagiakanmu mama, 

terima kasih sekali lagi  terima kasih mama, cii sayang mama... 
 

 Papa Tercinta (Amran) 
Untuk  cinta, doa dan dukungan yang tiada pernah putus , dan tanpa 

keteguhan hatimu anakmu tidak akan pernah bisa menjadi seperti ini.  

Keteguhan hatimu dalam menjalani hidup, tetes keringatmu yangmembasahi 

demi masa depanku dan juga kekuatan dan ketegaranmu  dalam melewati  hari-

hari yang penuh tantangan dan pengorbanan. 
Engkaulah Ayah terbaik dalam hidupku sekarang dan selamanya jadilah 

terang dalam hidupku sampai tiba saatnya aku untuk membahagiakanmu pa, 

sekali lagi terima kasih papa, cii sayang papa... 

 

Papa, Mama semoga ini awal dari hari esok yang lebih baik, sambutlah 
anakmu dengan gelar sarjana ini sebagai tanda bakti dan cinta. 

Inilah awal dari perjalananku untuk membahagiakan orang yang kusayangi 
dan menyayangiku..... 

 Untuk Uni ku (Rika Musmaryenti A.Md), uda-uda ku (Edwar rais dan Rahman 
Satrio)akhirnya Adekmu ini bisa wisuda dan menyandang gelar sarjana, terima 
kasih untuk support dan doa nya selama ini ya ni, uda... 



 
 

 
 

Juga Makasih yaa buat segala dukungan doanya kepada adikku tersayang (Habib 
Ahmad dan Mutia Aprillia) Kuliah yang rajin ya dek biar bisa jadi orang sukses dan 
bahagiain mama,papa beserta keluarga besar kita dan menjadi semangat baru 
dalam keluarga..Dan sekali lagi terimakasih yang sedalam-dalamnya.... 
 
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi ini tak lepas dari campur tangan 

berbagai pihak. Untuk itulah penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya dan memberikan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait. 

Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

Bapak Gampito, SE., M.Si.. selaku Pembimbing I dan Bapak  Khairul Marlin, SE., M.Kom., 

MM selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan 

bimbingannya selama penyusunan dan penulisan Skripsi. 

Kepada segenap tim penguji yang menguji, penulis haturkan terima kasih yang luar 

biasa. Teruntuk Bapak Nasfizar Guspendri , SE., M.Si  dan Ibu Desy Farina, SE., M.Si  

terima kasih atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam 

penyempurnaan penulisan Skripsi ini. 

 

 Buat Para sahabat seperjuanganku, Rezi Wulandari SE, Indah Sohlihat SE, yang 
selalu ada,selalu setia menemani cii selama mengerjakan skripsi ini, yang rela 
begadang sampai pagi, hehe.. terima kasih yaa, juga  Diana Syahputri SE, Ifri Maidi 
Saputra SE, Afdal Dinil Haq SE, juga teman2 yang lebih dulu mencapai gelar 
sarjana nya Suci Wardah Hayati SE, Hadiyati Minazzulami SE, Atika Farma SE, 
dan juga Febry julnesman capat nyusul kita-kita yaa feb... Terima kasih sudah 
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sahabat seperti kalian semua.... 

 Terima kasih juga untuk ni rita yang sudah menjadi ibu kos paling baik, dan juga 
sahabat tidur ku  Yulia Mustika S.pd yang juga selalu setia menemani selama ini, 
juga adek-adek kos vika,widya, dan dylan yang selalu setia mendengarkan keluhan-
keluhan kakak selama ini,yang selalu memberi semangat, cepat nyusul yaa dek... 

 Terima kasih untuk semua kawan perjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2012 A 
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Spesial thanks for someone Afdhol Syukron SE. Sy 

Yang selalu membantu dalam segala hal dalam hidup, dan juga di dalam 

pembuatan skripsi ini yang selalu mengingatkan, sabar, dan pengertian.. yang 

selalu menemani Q dalam 

suka dan duka 

Abang  yang tetap menerangi jalan ini saat Q  dalam kegelapan dan tak 

mungkin lagi buat Q  tempuh, 

kau tuntun Q disaat merasa lumpuh ... maaf kalau semua itu hanya mampu 

ketebus dengan 

ucapan terima kasih...  

Terima kasih buat waktu n perhatiannya thanks you so much.... 

 
"Never  you say give up, do what you can do. Everything must have its course. 

Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want. 
Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this 

process that will be called a success". 
 
 

“Aku datang, aku menunggu, aku bimbingan, aku revisi, aku ujian, 
aku lulus, skripsi ini ada 

Skripsi ini tidak menakutkan 
ini hanya 6 SKS dengan sejuta pengalaman :) “ 

 
 
Nb :  Mohon maaf atas segala keterbatasan, mohon maaf atas nama-nama rekan 

yang tak tertulis di sini, tapi doa dan ucapan terima kasih senantiasa 
mengalir membasahi lisan ini  Semoga Allah membalas semua 
kebaikan kalian, amin Ya Rabbalalamin  

 

 

 



 
 

 
 

 
Salam Penulis 

Yesi wahyuni S.E 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRAK 

 

 

Nama Yesi Wahyuni, NIM 12 231 019, judul Skripsi “Efektivitas 

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar”, Jurusan Ekonomi 

Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Dibimbing oleh Bapak Gampito S.E., M.Si. dan Bapak Khairul 

Marlin, M.kom Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. 

Fakultas Ekonomi dan Binis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Batusangkar. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah Bagaimana 

efektivitas dan Seberapa besarnya Kontribusi penerimaan pajak penerangan 

jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak 

penerangan jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar yang 

dipungut oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah 

Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data mengggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus 

efektivitas dan kontribusi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2015 termasuk 

Kategori sangat efektif. Efektivitas  pajak penerangan jalan tahun 2011 

sebesar 123,94%, tahun 2012 sebesar 105,44% , tahun 2013 sebesar 

102,82%, pada tahun 2014 sebesar 83,31% tergolong kurang efektif, tahun 

2015 sebesar 102,95%. Rasio efektivitasnya rata-rata tinggi dan 

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. 

 Untuk Kontribusi pajak penerangan jalan Terhadap Pajak Daerah di 

Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 secara 

keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pajak Daerah 

di Kabupaten Tanah Datar. Rata-rata Kontribusi yang dihasilkan setiap 

tahunnya pada pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah selalu diatas 

50%. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Efektivitas dan Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah 
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KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمــنِ الرَّحِيْم

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia yang tak terhingga, sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW 

yang telah memberikan contoh suri tauladan terbaik, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah 

Di Kabupaten Tanah Datar”  dengan baik. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar 

Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 
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tak henti-hentinya mendoakan dan berkorban demi kesuksesan penulis. Pada 
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kepada: 

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nasfizar Guspendri, 

SE., M.Si beserta jajarannya. 

3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Gampito, SE.,M.Si sekaligus 

menjadi pembimbing I beserta jajarannya yang telah memberikan 

fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan dan penyelesaiannya. 

4. Pembimbing II Bapak Khairul Marlin, SE., M.kom., MM yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dan 

yang telah menuntun dan mengarahkan dengan kesabaran dan penuh 

perhatian terhadap penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini 
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6. Penasehat Akademik yaitu Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si yang 

telah mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi. 

7. Keluarga besar penulis terutama ayah (Amran), ibu (Mustimar), 

”Thank you mom and dad, you are the best parents that I’ll ever had.” 

8.  Kakak,abang,dan adik tercinta (Uni Rika Musmaryenti,Amd, uda 

Edwar Rais, Uda Rahman Satrio, adikku Habib Ahmad dan si bungsu 

ku Mutia Aprillia) serta mereka yang selalu memberikan semangat 

kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis yakin dan percaya bahwa bantuan dan dukungan dari pihak-pihak 

tersebut di atas merupakan rahmat dan pertolongan dari Allah SWT. Tanpa 

pertolongan dan kemudahanNya, mustahil penyusunan skripsi ini selesai penulis 

lakukan.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kesalahan dan kekurangan 

baik dalam penulisan maupun isi materinya. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat terutama 

bagi penulis sendiri serta dinilai ibadah oleh Allah Swt. 

 

Batusangkar,  Desember 2016 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional 

merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan 

kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat 

membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaaan 

untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di 

kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini di lakuakan dengan harapan 

daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan 

daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.
1
 

Otonomi daerah merupakan bagian dari Desentralisasi yang berarti 

pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat 

dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah 

satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan 

Desentralisasi yaitu penyerahan urusan tugas dan wewenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen 

pemerintahan yang efektif dan efisien. Dari pengertian di atas dapat dilihat 

bahwa dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah otonom memiliki 

hak, wewenang maupun kewajiban dalam mengurus sendiri setiap urusan 

di daerah mereka masing-masing, termasuk dalam mengelola keuangan 

pemerintah daerah masing-masing.  

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah 

daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan 

                                                             
1
 Kuncoro,2010,Ekonomi pembangunan teori dan aplikasi untuk bisnis dan 

ekonomi,(yogyakarta: UPP AMP YKPN,2010),hal:4 
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pemerintahan daerahnya sendiri. Karena otonomi daerah menurut UU 

No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan mastarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
2
 

Berdasarkan pasal 1 Ayat 7 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah, Desentralisasi di artikan sebagai penyerahan 

wewenang pemerintah  kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik 

indonesia. Berdasarkan pasal ini tampak bahwa indonesia menganut 

desentralisasi teritorial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3
 

Berlakunya otonomi daerah, telah merubah paradigma 

penyelenggara pemerintah daerah, dimana kekuasaan yang bersifat 

sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi 

yang seluas-luasnya kepada daerah. Sehingga semua tanggung jawab 

terhadap daerah ada pada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan 

keuangan daerah, pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya 

terhadap nasib sesuatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang 

kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau 

menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.
4
 

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan 

sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus 

seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber 

keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan 

pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. 

                                                             
2
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (5) Tentang 

Pemerintahan Daerah 

3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (7) Tentang 

Pemerintahan Daerah 

4
 Ahmad yani, Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah indonesia, 

Revisi (jakarta:PT RajaGrafindo,2008), hal.370 
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Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah 

dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna 

membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas pelayaran publik sehingga dapat 

menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-

sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan pendapatan asli 

daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain 

pajak daerah retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pad yang sah.
5
 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat.
6
 Sedangkan  pajak 

daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan 

oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum 

publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang pemerintah daerah yang 

hasilnya di gunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah 

yang balas jasnya tidak secara langsung diberikan, sedangkan 

pelaksanaannya dapat dipaksakan.
7
 Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu 

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten atau kota terdiri 

dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

                                                             
5
 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

6
 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat 

Penyuluhan Dan Humas 2011:1  

7
  Reza Arditia,2011.” Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber 

pendapatan asli daerah kota surabaya”.Skripsi: Universitas Negeri Surabaya, hal:3 
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penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian 

golongan c dan pajak parkir.
8
 

Di dalam Islam, ada cara untuk mendapatkan/ memungut dana untuk 

kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas 

pengertian fi sabilillah dengan kepentingan/ untuk kemaslahatan umum.
9
 

Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan 

negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak. Warga 

negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang 

diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat 

dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan, kewajiban 

warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah 

Surah An-nisa 59 : 

                       

                     

                    

 

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian 

jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.”
10

 

 

 

 

                                                             
8
  Undang –undang Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2009 

9
  M. Ali Hasan,  Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, )Jakarta : Masa’il 

Fiqhiyyah)  hal. 34 

10
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Selatan: 

CV Diponegoro, 2010), hal. 87 
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Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan hidup 

beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, 

Rasul-Nya dan para U’lil Amridi antara kalian, selama ia tidak 

bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Salah satu jenis 

pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan. Untuk memperkuat penarikan 

pajak ini pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah 

untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan 

pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah 

pajak yang ditarik yaitu presentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan 

dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif  

pajak di gunakan untuk antara penggunaan rumah tangga dan penggunaan 

industri. Adanya perbedaan ini di dasarkan atas pertimbangan ekonomi 

agar tidak memberikan dunia usaha, dengan harapan para investor tidak 

terbebani dan tidak menjadi hambatan untuk menanamkan modalnya di 

suatu daerah.
11

 

Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2011-2015 

Tahun Penerimaan Pajak Daerah  

(Rp) 

2011 5.438.175.197,00 

2012 6.812.301.004,00 

2013 7.899.798.663,93 

2014 9.458.236.048,00 

2015 10.883.448.759,00 

               Sumber data: DPPKA Kab.Tanah Datar   

 

                                                             
11

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa jumlah Penerimaan 

Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya mengalami 

peningkatan dari tahun 2011-2015. Terlihat pada tahun 2012 mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 1.374.125.807 di bandingkan penerimaan pajak 

daerah pada tahun 2011.  Penerimaan pajak daerah pada tahun 2013-2015 

kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. 

 

 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Macam-macam Pajak Daerah Kabupaten Tanah 

Datar 

Tahun 2011-2013 

(Rupiah) 
Pajak Daerah Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 

1.  Pajak Hotel 32.572.676,00 94.771.548,00 103.779.249,00 

 

2.  Pajak Restoran 648.650.796,00 766.014.021,00 854.608.967,00 

 

3. Pajak Hiburan 1.400.000,00 6.867.100,00 1.721.100,00 

 

4. Pajak Reklame 43.098.445,00 113.693.517,00 92.771.504,00 

 

5. Pajak Penerangan 

Jalan/PPJ 

4.465.033.680,00 4.805.042.263,00 5.209.511.137,00 
 

6. Pajak Parkir - - - 

7. Pajak Pengambilan  

galian golongan C  

213.001.600,00 - - 

7. Pajak Air tanah - 85.600.413,00 165.333.994,00 

 

8.Pajak Mineral bukan 

Logam dan bangunan 

- 382.116.838,00 461.413.362,93 

 

9.Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan 

- - 506.406.100,00 

 

10.Pajak Bea Perolehan 

Hak atas tanah dan 

bangunan 

34.418.000,00 558.195.250,00 504.253.250,00 

 

JUMLAH 5.438.175.197,00 6.812.301.004,00 7.899.798.663,93 

Sumber data: DPPKA Kab. Tanah Datar 

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat jelas bahwa pajak Penerangan Jalan 

merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-

pajak daerah lainnya. Maka dari itu pajak ini dapat di kategorikan sebagai 

pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.  
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Pajak penerangan jalan memiliki kontribusi terbesar terhadap pajak 

daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya 

peningkatan kedepannya. Peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan 

dengan tingkat penerimaan yang tinggi merupakan salah satu pajak yang 

harus selalu ditingkatkan penerimaannya guna menunjang pembangunan 

di Kabupaten Tanah Datar karena merupakan sumber Pendapatan Pajak 

Daerah yang potensial. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan yang dikenakan wajib pajak di 

Kabupaten Tanah Datar dengan judul “Efektivitas Penerimaan pajak 

Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak 

Daerah di Kabupaten Tanah Datar”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, masalah-

masalah yang muncul antara lain: 

1. Pajak di atur oleh Undang-undang No 28 tahun 2009 

2. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu komponen Pajak Daerah 

3. Pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang besar terhadap Pajak 

Daerah 

4. Pajak penerangan jalan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam 

meningkatkan Pajak Daerah. 

5. Bagaimana Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten  

Tanah Datar Periode 2011-2015? 

6. Seberapa besar Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pajak Darah di kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015? 
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C. Batasan  Masalah 

Dari identifikasi Masalah diatas maka dapat penulis batasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten 

Tanah Datar Periode 2011-2015? 

2. Seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 

2011-2015? 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan 

jalan yang dimiliki oleh Kab. Tanah Datar, bagaimana Efektivitas 

Penerimaan Pajak Penerangan jalan yang di pungut oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kab. Tanah Datar dan Seberapa 

besar Kontribusi Pajak Penerangan jalan tehadap Pendapatan Pajak Daerah 

Kab.Tanah Datar? 

 

E. Tujuan penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk  mengetahui Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 

2011-2015 

2. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten 

Tanah Datar periode 2011-2015. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak penerangan jalan, 

dalam hal ini mengetahui  Efektivitas, dan Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan pajak Daerah di Kabupaten 

Tanah Datar. 

2. Bagi Dinas/Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

sebagai mengetahui  efektivitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan 

terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi 

sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akedemisi 

mengenasi efektivitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Sumber Penerimaan Daerah 

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah 

kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri (self- supporting) dalam bidang keuangan. Bidang 

keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu 

daerah atas keberhasilan otonominya. 

Adapun sumber-sumber penerimaan suatu daerah menurut Undang-

undang Republik Indonesia NO.25 Tahun 1999 tentang perimbangan 

keuangan pusat daerah terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Salah satu indikatoir keberhasilan daerah otonom dapat dilihat 

dari kemampuan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan negara yang baik akan bermuara pada 

peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan 

usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud ddengan 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang 

dapat di jadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut.
12

 

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13

 

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli 

Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut 

                                                             
12

 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otomomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah 

Secara langsung, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 143 

13
 Ahmad Yani,SH.,MM, Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di 

Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008)Hal.39 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di 

pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Upaya peningkatan PAD 

diantaranya sumber-sumber PAD yaitu seluruh obyek yang dapat 

memberikan kontribusi tehadap jumlah PAD, selanjutnya faktor-

faktor pendukung yaitu kemempuan penyelenggara 

pengadministrasiannya. Ukuran yang dapat digunakan untuk 

pengukuran perekonomian daerah adalah rata-rata pendapatan 

perkapita atau rata-rata daya beli penduduk di daerah tersebut. 

Dengan kata lain tergantung tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya, faktor pendukung yang lain adalah letak geografis 

wilayah, kesuburan tanah, kekayaan hasil tambang, jumlah 

penduduk, usaha-usaha ekonomi produktif sebagai lapangan kerja 

dan usaha.
14

 

1) Penerimaan Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan 

pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah 

tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai 

pungutan yang pemerintah daerah yang hasilnya di gunakan 

untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas 

jasnya tidak secara langsung diberikan, sedangkan 

pelaksanaannya dapat dipaksakan. 

Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh 

bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh 

bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan 

kepada daerah, (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-

                                                             
14

Dr. Abdul Halim,MBA.,Akt, Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah, 

(Jogjakarta: Fakultas Ekonomi Universitas gajah Mada, 2012), Hal.322 
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Undang, (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan 

dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan 

(4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di 

daerah, dibagi atas dua hal yaitu: (1) Pajak daerah yang 

dipungut ole provinsi, dan (2) Pajak daerah yang dipungut oleh 

kabupaten atau kota.
15

 

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat 

digolongkan menjadi dua macam.
16

 

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari :  

1) Pajak Kendaraan Bermotor  

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat 

dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 

secara permanen serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air.
17

 

                                                             
15

 Reza Arditia,2011.” Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber 

pendapatan asli daerah kota surabaya”.Skripsi: Universitas Negeri Surabaya, hal:3 

16
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

17
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 
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Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut : 

a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling 

rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 

sebesar 2% (dua persen) 

b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan 

seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling 

rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan 

umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan 

kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol 

koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu 

persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling 

rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling 

tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak 

atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 
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Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis 

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat 

ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih 

rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009).
18

 

4) Pajak Air Permukaan  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air 

Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah 

semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak 

termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di 

darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 10%.
19

 

5) Pajak Rokok  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut 

oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok 

dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh 

Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009).  
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Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun 

bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% 

untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan 

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang ( Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten, terdiri dari : 

Ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, 

pajak yang termasuk pajak yang dikelola Kabupaten/Kota 

adalah sebagai berikut : 

1) Pajak Hotel  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Hotel 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta 

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009). 

2) Pajak Restoran 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Pajak 

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia 

makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 
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boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling 

tinggi sebesar 10%.
20

 

3) Pajak Hiburan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan 

adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 

bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk 

hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, 

diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, 

panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan 

dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh 

lima persen). Khusus hiburan kesenian 

rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
21

 

4) Pajak Reklame 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 
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oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling 

tinggi sebesar 25%.
22

 

5) Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 

dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh 

industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif 

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 

3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
23

 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, 

baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan 

bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan 

Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 25% 
24
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7) Pajak Parkir 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 

30%.
25

 

8) Pajak Air Tanah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air 

Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang 

terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 

paling tinggi sebesar 20%.
26

 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia 

maxina,collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Tarif 

Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 
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sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009). 
27

 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 0,3%.
28

 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009).
29
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2) Penerimaan Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah 

menjadi pungutan daerah sebagai pemabayaran pemakaian atau 

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah 

yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat 

pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung 

walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan 

materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau 

membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat 

budgetairnya tidak menonjol, daam hal-hal tertentu retribui 

daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam 

banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya 

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

memenuhi permintaan anggota masyarakat. 

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

Hasil perusahaan milik daerah yanmg merupakan 

pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan 

daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian 

untuk anggaran belanja daerah yang dipisahkan, sesuai dengan 

motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah 

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan 

penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggara kemanfaatan 

umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah 

dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain 

usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan 

bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan 

yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan 

tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau 
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memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang 

tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah yaitu: 

i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan 

ii. Jasa giro 

iii. Pendapatan bunga 

iv. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 

b. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perdesaan, 

perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

c. Pinjaman Daerah 

Pinjaman Daerah adalah pinjaman dalam negeri yang 

bersumber dari pemerintah, lembaga komersil dan atau penerbitan 

obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum 

tidaknya usulan poinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan 

yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah 

adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala 

daerah atas persetujuan DPRD. 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain 

hibah atau penerimaan dari daerah Propinsi atau Daerah 

Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.
30
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B. Pajak Secara Umum 

1. Pajak Menurut Syariah 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah 

Dharibah yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, 

memukul, menerangkan atau membebankan. Dalam Alquran, kata 

dengan akar kata Da-Ra-Ba  terdapat dalam beberapa ayat, antara lain 

pada QS. Al-Baqarah Ayat 61: 

                                

                            

                              

                            

                        

 Artinya: “ Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami 

tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu 

mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan 

bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, 

ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang 

merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah 

sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke suatu kota, 

pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah 

kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat 

kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) Karena mereka selalu 

mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang 

tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) Karena mereka selalu berbuat 

durhaka dan melampaui batas.” 

Dharabah adalah bentuk kata kerja (fi’il), sedangkan bentuk kata 

bendanya (ism) adalah dharibah, yang dapat bearti beban. Dharibah 

adalah ism mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya 
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adalah dharaib. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban 

tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya 

akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam 

contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan maslahah adh-

dharaaib. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam 

penggunannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama 

memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut 

sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa  

jizyah dan kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta 

yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan 

kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan 

dharibah.
31

 

2. Pajak Menurut Para Ahli 

Beberapa defenisi pajak Menurut Para Ahli:
32

 

a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke 

sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan 

dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat 

ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau 
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pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang 

keuangan. 

Dari berbagai defenisi yang diberikan terhadap pajak, baik 

pengertian secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan sumber dari 

sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara 

yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik 

kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, 

antara lain sebagai berikut:
33

 

i. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-

Undang serta aturan pelaksanaannya. 

ii. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana 

(sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar 

pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak/administrator 

pajak). 

iii. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan 

pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan 

fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 

iv. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontrapersi) 

individual oleh pemrintah terhadap pembayaran pajak yang 

dilakukan oleh para wajib pajak. 

v. Selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi kas 

negara / anggaran negara yang diperlukan untuk menutup 

pembiayaan penyelenggaraaan pemerintahan, pajak juga 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial 

(fungsi mengatur/regulatif). 
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3. Fungsi Pajak 

Perlunya pemungutan pajak pada suatu negara, sangat erat 

kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara. Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh 

dari pemungutan pajak, setidaknya ada dua fungsi pajak, yaitu:
34

 

a. Fungsi budgetair / penerimaan 

Fungsi budgetair (penerimaan) yang disebut juga sebagai 

fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function) adalah 

suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 

memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut 

sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis 

pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah (yang 

membutuhkan dana untuk membiayai berbagai 

kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya. 

b. Fungsi Regulerend/regulasi 

Fungsi Regulerend/regulasi atau fungsi mengatur disebut 

juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak 

digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini 

hanya sebagao pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi 

budgeter. 

Fungsi regulasi atau fungsi mengatur juga bearti pajak 

digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai 

pertumbuhan yang lebih cepat. Fungsi ini terlihat antara lain 

dalam bentuk: pemberian insentif perpajakan secara tepatguna 

bagi pengusaha sebagai cara untuk mendorong kegiatan 

investasi; penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-

barang yang mengganggu kesehatan, seperti alkohol dan rokok 
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demi mencegah dan mengurangi konsumsi atas barang-barang 

tersebut; serta pengenaan pajak atas barang mewah agar dapat 

membatasi kecenderungan pola hidup konsumtif dan 

membantu terlaksannya pola hidup sederhana. 

Untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, pajak 

dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: pemerintah 

menetukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan 

kebiasaan mabuk-mabukan dikalangan generasi muda. Disini 

pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tersebut dengan cara menerapkan pajak 

terhadap minuman keras sedemikian rupa sehingga tidak 

terjangkau oleh sebagian besar generasi muda. Setelah harga 

minuman keras dikenakan pajak dengan tarif pajak yang tinggi, 

penerimaan dari sektor ini akan berkurang drastis atau bahkan 

menjadi nihil. hal ini dapat menjadi pertanda bahwa pembeli 

minuman keras menjadi berkurang atau hiolang sama sekali 

sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil 

menggunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang 

sosial. 

Jika pemerintah mempunyai sasaran untuk melindungi 

pabrik tekstil dalam negeri dari ancaman produk serupa yang 

berasal dari luar negeri, pajak dapat digunakan sebagai alat 

untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara 

memberlakukan tarif pajak yang tinggi (PPn BM dan Bea 

Masuk yang relatif tinggi) terhadap produk tekstil yang berasal 

dari luar negeri yang masuk kepasar Indonesia. Disamping itu, 

kepada pabrik tekstil dalam negeri juga dapat diberikan 

berbagai kemudahan atau fasilitas perpajakan, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan daya saingnya, baik di pasar 

dalam negeri maupun dalam pasar Internasional. 
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4. Tarif Pajak 

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. 

Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif 

pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari :35 

a. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding 

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar 

pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif 

sebesarnya 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, 

PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun 

penghasilan kena pajak. 

b. Tarif Pajak Tetap 

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun 

yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea 

materai. 

c. Tarif Pajak Degresif 

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan 

peningkatan dasar pengenaan pajaknya. 

d. Tarif Pajak Progresif 

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan 

peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak 

Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi 

peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang 

dikenakan juga akan meningkat. 

5. Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stesel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu : 

a) Stelsel Nyata (Rill) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada objek paja yang sesungguhnya terjadi 
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(untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh 

kaerna itu, pemunggutan pajaknya baru dapat dilakukan 

pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan  

yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak 

diketahui. 

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak 

didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga 

lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah 

pajak baru dapat diketahui pada akhir peoriode sehingga 

wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang 

tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut 

belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan semua 

wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun 

sehingga jumlah uang beredar makro akan terpengaruh. 

b) Stelsel Anggapan (Fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan penghasilan tahun sebelumnya, yang terutangtahun 

sebelunya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang 

terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau 

diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. 

c) Stelsel Campuran 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasrkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya 

besarnya pajak dihitung berdasrkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung 

berdasrkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya 

pajak berdasrkan keadaan sesungguhnya lebih besar pajak 
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menurut anggapan. wajib pajak harus membayar 

kekurangan tersebut. 
36

 

b. Asas Pemunggutan Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu : 

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini  menyatakan bahwa negara berhak mengenakan 

pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat 

tinggal di wilayahnya baik penghasialn yang berasal dari 

dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang 

berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia 

dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia. 

b) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan 

pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa 

memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang 

yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan 

pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. 

c) Asas kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubugkan 

dengan kebangsaan suatu negara.
37

 

c. Sistem Pemunggutan Pajak 

a) Official Assesment System 

System pemunggutan pajak yang memberi kewenangan 

aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan berlaku. Dalam system 
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ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memunggut 

pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur 

perpajakan. 

b) Self Assesment System 

System pemungutan pajak yang member wewenang Wajib 

Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. 

c) With Holding System 

System pemunggutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai 

peraturan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan 

peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, 

menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui serta 

perpajakan yang tersedia.
38

 

 

C. Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti 

provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan Peraturan daerah 

masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah 

tangga daerah masing-masing.
39
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Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak menurut Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.
40

 

Ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, antara lain:
41

 

a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta 

pelaksanaannya. 

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara. Karena 

pemungutan pajak harus sampai pada negara. 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukkan adanya kontra 

prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung 

yang diperoleh si pembayar pajak). 

d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan 

manifestasi kontra prestasi dari negara. 

e. Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau 

surplus, digunakan untuk tabungan publik (public saving). 

f. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan 

pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 

Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk 
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membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah.
42

 

2. Pengklasifikasian Pajak Daerah 

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 terbagi menjadi dua, berdasarkan kewenangan 

pemungutan pajak, yaitu:
43

 

a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi 

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada 

pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak 

tersebut ada beberapa jenis terdiri dari: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air. 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan. 

b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/Kota 

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada 

pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten 

atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009,  

tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu:
44

 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 
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f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g) Pajak Parkir 

3. Peranan pajak dalam Mendukung Pembiayaan Daerah 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fisikal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang 

lebih besar. Akan tetap saat ini masih banyak masalah yang dihadapi 

pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan 

daerah, antara lain: tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak 

seimbang dengan kapsitas fisikal yang dimiliki daerah sehingga 

menimbulkan fiscal gap, belum diketahuinya potensi PAD yang 

mendekati kondisi riil. 

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk itu, diperlukan 

intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam 

jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan 

adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber 

pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. Dengan melakukan efektifitas dan efesiensi 

sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan 

produktifitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau 

obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang 

panjang. 

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna 

mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan 

pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah 

ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih 

konvensional dan masih banyaknya sistem yang berjalan secara 

parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan 

tidak konsitsten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. 

Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: 
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baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, 

jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. 

 Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi identifikasi 

pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut: 

a. Memperluas Basis Penerimaan 

Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat 

dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap 

potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak 

baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data 

objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan 

dari setiap jenis pungutan. 

b. Memperkuat proses pemungutan 

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses 

pemungutan antara lain mempercepat penyusunan persda, 

mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. 

 

c. Meningkatkan pengawasan 

Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan 

pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses 

pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan 

sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran 

pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 

d. Meningkatkan efesiensi administrasi dan menekan biaya 

pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak 

melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan 

efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 
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e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang 

lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

koordinasi dengan instansi terkasit di daerah.
45

 

 

D. Pajak Penerangan Jalan 

1. Pengertian Pajak Penerangan jalan 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia 

penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 

Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik 

untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada 

pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada 

masyarakat pelanggan listrik. 

 Objek penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

Listrik yang dimaksud meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang di 

kecualikan dari objek pajak penerangan jalan yaitu: 

a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintahn daerah 

b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan 

oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dngan asas 

timbal balik 

c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan 

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi 

teknis terkait. 

Sedangkan subjek dari penerangan jalan adalah orang pribadi atau 

badan  yang dapat menggunakan tenaga listrik.
46
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2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini di 

dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus 

dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum 

pemungutan pajak penerangan jalan pada suatu kabupaten/kota adalah 

sebagai berikut: 

a. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan 

perubahan atas undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang  

b. pajak daerah dan retribusi daerah. 

c. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. 

3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan  pajak Penerangan Jalan 

1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan 

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual 

tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan 

pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban 

ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan 

dalam bidang rekening listrik. 

b. Jika tenaga listrik berasal bukan dari PLN, dengan 

dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapsitas 

tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan 

listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah 

daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik 

ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman 

pada harga yang berlaku untuk PLN. 

c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak 

bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari 

pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan 

masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis 
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pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara 

dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. 

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan: 

a) Besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik bila 

tenaga listriknya berasal PLN dan bukan PLN. 

b) Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan 

harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya 

berasal dari bukan PLN. 

c) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PKN dan bukan 

PLN,harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif 

dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.
47

 

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah 

pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 

maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan 

tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak 

bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009).
48

 

3. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan 

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak. Pajak yang terutang merupakan Pajak 

Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu 
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saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut peraturan 

daerah tentang pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang 

dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya surat ketetapan 

pajak daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh 

Bupati/Walikota. 

Secara umum perhitungan pajak penerangan jalan adalah 

sesuai dengan rumus berikut: 

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak × dasar Pengenaan Pajak 

   = Tarif Pajak × Nilai Jual Tenaga Listrik 

 Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besar 

pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik 

yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening 

listrik sudah tercantum perhitungan besarnya pajak penerangan 

jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan 

biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah 

yang tercantum dalam rekening listrik).
49

 

4. Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan dipungut di wilayah kabupaten/kota 

tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas 

setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN 

maunpun bukan dari PLN) yang beralokasi dan terdaftar dalam 

lingkup wilayah administrasinya. praktik pemungutan pajak 

penerangan jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama 

dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh 

bupati/walikota. 
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Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan ada dua 

macam, yaitu: 

 

a. Tenaga listrik yang disediakan PLN 

Sistem pemungutannya adalah Witholding Assesment, 

yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut 

pajak. 

b. Tenaga listrik yang disediakan oleh bukan PLN 

Sistem pemungutannya adalah Official Assesment, yaitu 

penggenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak 

setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah 

atau pejabat yang ditunjuk.
50

 

 

E. Efektivitas Pajak 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan 

atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin 

besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
51

 

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari Pajak Daerah dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Seberapa jauh kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas 

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) 

atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, 

menggambarkan kemampuan daerah atau Pajak Daerah semakin baik.
52
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 Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung dengan rasio sebagai 

berikut:
53

 

 

 

 

 

      Sehingga untuk mencari Efektivitas per masing-masing pajak 

daerah digunakan rasio berikut dengan cara:
54

 

 

    

 

 

Tabel 2.1 

Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah 
55

 

 

>100 % Sangat Efektif 

100 % Efektif 

90 % - 99 % Cukup Efektif 

75 % - 89 % Kurang Efektif 

<75 % Tidak Efektif 

 

F. Kontribusi Pajak 

 Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah 

memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak daerah. Dalam 

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan 

pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan 
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 Realisasi  Pajak Daerah                    

Efektifitas  =            x 100 %  

   Target  Pajak Daerah 

 

 

  Realisasi  Pajak Penerangan Jalan              

Efektifitas  =                              x 100 % 

               Target  Pajak Penerangan Jalan 
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penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya 

berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pajak 

Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil 

berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah juga kecil. 

 Kontribusi Penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan rasio 

sebagai berikut:
56

 

 

 

 

 

   Sehingga untuk mencari Kontribusi per masing-masing pajak 

daerah digunakan rasio berikut dengan cara:
57

 

 

 

 

 

Dan untuk menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan 

Jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli daerah adalah dengan cara: 

 

Tabel 2.2  Klasifikasi Kriteria Kontribusi
58

 

Presentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat kurang 

10,10-20% Kurang 

20,10-30% Sedang 

30,10-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

50% < Sangat Baik 

                                                             
56

 Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 2013),  hal. 153 

57
 Ni Putu Dian Damaiyanti,”Analisis..................hal.106 

58
 Depdagri, Kepmendagri No. 690 900327. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. 
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G. Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis  

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Sutrisno (2002) menulis 

judul penelitian “faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 

daerah studi kasus (Kabupaten Semarang)”, yang bertujuan untuk 

menganalisis elastisitas masing-masing faktor dan memformulasikan 

upaya penggalian pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan 

pajak daerah. Alat atau metode analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda dengan metode Ordinary Least Squart (OLS) dari fungsi masing-

masing jenis penerimaan pajak daerah yang diamati yaitu: Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan total Pajak 

Daerah dengan menggunakan data sekunder tahun 1980-2000. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh kuat 

terhadap penerimaan pajak kabupaten Semarang adalah: 1. Jumlah 

penduduk, 2. Jumlah pelanggan listrik, 3. Pendapatan perkapita, 4. Jumlah 

petugas pajak, dan 5. Jumlah wisatawan. Hal ini memnerikan impikasi 

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu 

dilakukan upaya, antara lain: 1. Meningkatkan jumlah pelanggan listrik 

melalui peninjauan kembali tentang pemasangan listrik baru yang 

mengharuskan dengan daya minimum 900 watt, 2. Peningkatan 

pendapatan perkapita melalui berbagai kebijakan pembangunan, 3. Upaya 

menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Semarang, dan 4. 

Penataan perpakiran dan penyusunan perda.
59

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2003), 

dengan judul “Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung 

Penerimaan Daerah (Kasus Pajak Pju di Kabupaten Bekasi”. Yang 

menjadi masalah di dalam penelitian ini adalah mengenai permasalahan 
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yang timbul menyangkut penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten 

Bekasi. Dengan tujuan penelitiannya untuk mengkaji dan menganalisa 

potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak 

penerangan jalan di Kabupaten Bekasi. Alat analisis yang digunakan 

adalah Analisa Rasion, Analisa Pertumbuhan, Analisa Efektivitas dan 

Analisa Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak 

penerangan jalan menyumbang sebesar 56,65%, dengan demikian potensi 

yang ada di Kabupaten Bekasi seiring dengan berkembangnya kota 

tersebut sangat lah besar. Penarikan pajak penerangan jalan di Kabupaten 

Bekasi dilihat dari Efektivitas penarikan dapat dikatakan efektif. Hal ini 

tercermin dari penerimaan pajak yang mencapai rasio 100%  setiap tahun. 

Alternatif kebijakan yang bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah 

adalah memberikan keringanan pajak kepada para pengguna listrik swasta 

dengan pemakai genset, karena keberadaan listrik swasta itu dapat 

membantu PLN di dalam mencukupi kebutuhan listrik oleh kalangan 

industri.
60

 

Dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah tentang efektivitas, 

dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) kabupaten tanah datar. 

 

H. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul 

penelitian ini: 

1. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus di capai. Di katakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely). 

Semakin besar output yang di hasilakan terhadap pencapaian tujuan 
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dan sasaran yang di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu 

unit organisasi. 

2. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengguanaan tenaga listrik, 

dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia 

penerangan jalan, uang rekening nya di bayar oleh pemerintah darah. 

3. Kontribusi yaitu sesuatu yang dilakukan untuk membantu 

menghasilkan atau mencapai sesuatu  bersama-sama dengan orang 

lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di 

peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di 

pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Menuirut undang-undang No 32 

Tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang di peroleh 

daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah. 

 

I. Kerangka Berfikir 

Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah adalah Pajak daerah. 

Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak 

daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan pajak penerangan jalan. 

Dimana basis penerangan jalan yang diperoleh dari penjumlahan antara 

biaya beban listrik dan biaya pemakaian listrik dikalikan dengan tarif 

pajak yang telah ditetapkan sehingga diperoleh potensi penerimaan pajak 

penerangan jalan. Apabila potensi penerimaan pajak penerangan jalan 

tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan 

ralisasi pendapatan pajak penerangan jalan yang diterima, maka pajak 

penerangan jalan tersebut telah efektif. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa Pajak Penerangan Jalan 

merupakan bagian dari Penerimaan Pajak Daerah, yang dapat di ukur dengan 

menggunakan alat analisis yaitu analisis Efektifitas dan Kontribusi. Sehingga 

dengan menggunakan dua alat analisis diatas kita dapat mengetahui seberapa 

besar tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan ini terhadap Pajak Daerah, dan 

sejauh mana besarnya kontribusi yang dihasilkan pajak penerangan jalan terhadap 

Pajak Daerah. 

 

 

 

 

Selalu meningkatnya penerimaan pajak daerah 

sesuai yang telah ditargetkan karna hanya melihat 

gambaran dari tahun-tahun  sebelumnya 

Pajak Daerah 

( Pajak Penerangan Jalan) 

 

Alat analisis 

Kontribusi dan  efektivitas 

Pajak Daerah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan yaitu  penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu 

jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba 

menggambarkan fenomena secara detail.
61

 Metode ini bertujuan untuk 

memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan informasi 

lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas dan seberapa besar Kontribusi 

Pajak Penerangan Jalan yang dipungut terhadap pendapatan Pajak Daerah 

di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2015 

 

B. Tempat dan Waktu 

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar, waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan November-Desember 2016. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari 

Bapak Azwardi Sebagai Kepala Seksi Datalegalitas Pengkajian di 

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tanah Datar. 

                                                             
61

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 62 

 

 



47 
 

 
 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan 

tahunan Kabupaten Tanah Datar dalam angka, Anggaran/Target 

dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2011-

2015, Peraturan Daerah serta Perundang-undangan terkait dengan 

Pajak Penerangan Jalan dan sumber yang berkaitan dengan Pajak 

Penerangan Jalan, serta dokumen-dokumen, catatan-catatan dan 

referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang Penulis 

teliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab atau meminta informasi 

secara langsung tentang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan sumber Pajak Daerah Terkhusus Pajak Penerangan Jalan 

kepada pegawai atau staf yang berwenang, sehingga data yang 

diperoleh lebih lengkap dan mendalam. 

2. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan 

dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen 

tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi 

yang diperoleh adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Tanah Datar. 

 

E. Metode Analisis Data 

1. Analisis Efektivitas 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan 

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila 

proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan 

(spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap 
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pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin 

efektif proses kerja suatu unit organisasi.
62

 

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Seberapa jauh kemampuan 

daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila 

rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, 

sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, 

menggambarkan kemampuan daerah atau Pandapatan Asli Darah 

(PAD) semakin baik.
63

 

Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:
64

 

 

 

 

 Sehingga untuk mencari Efektivitas per masing-masing 

pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara:
65
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 Realisasi  Pajak Daerah                    

Efektifitas  =     x 100 %  

  Target  Pajak Daerah 

 

 

             Realisasi  Pajak Penerangan Jalan 

 Efektifitas  =                         x 100 % 

                           Target  Pajak Penerangan Jalan 
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Tabel 2.1 

Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah 
66

 

 

>100 % Sangat Efektif 

100 % Efektif 

90 % - 99 % Cukup Efektif 

75 % - 89 % Kurang Efektif 

<75 % Tidak Efektif 

 

2. Analisis Kontribusi 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah. 

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan 

penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) 

periode tertentu dengan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu 

pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan 

pajak penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah, begitu pula 

sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan 

pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah juga kecil.
67

 

 Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Penerimaan 

pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
68

 

 

 

  

 

  

 Sehingga untuk mencari Kontribusi per masing-masing 

pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara:
69
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  Realisasi  Penerimaan Pajak Daerah           

Kontribusi =                          x 100 % 

              Total Pajak Daerah 
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Tabel 2.2  Klasifikasi Kriteria Kontribusi
70

 

Presentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat kurang 

10,10-20% Kurang 

20,10-30% Sedang 

30,10-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

50% < Sangat Baik 

 

 Analisis kontribusi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 

suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah 

khususnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Tanah Datar. Di harapkan dengan semakin tingginya 

kontribusi pajak penerangan jalan maka semakin tinggi pula 

pendapatan Pajak daerah analisis kontribusi ini membandingkan 

antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap total 

Pendapatan Pajak Daerah. 

Dari analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar 

kontribusi Pajak Penerangan jalan terhadap Pajak Daerah 

kabupaten tanah datar. 
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  Realisasi  Pajak Penerangan Jalan       

Kontribusi =                            x 100 %

          Total Pajak Daerah 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar 

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 

2010 dengan pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah 

adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
71

 Pasal 1 ayat 3 juga dijelaskan mengenai Pemerintahan 

Daerah, dimana Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sedangkan 

ayat 4 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraa 

pemerintah daerah. 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu 

bentuk Pemerintahan Daerah yang merupakan Kabupaten yang berada 

dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan Ibu Kota 

Batusangkar. Kabupaten ini merupakan Kabupaten terkecil kedua 

untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 

km2 ). Selain itu Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten 

terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini 

diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan 

Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
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Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan 
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menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah 

paling berprestasi dan berhasil melaksanakan Otonomi Daerah. 

 

a. Visi Kabupaten Tanah Datar  

Pada Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan semua aktivitas 

terkait dengan sistem pemerintahannya setiap pemerintahan mestinya 

mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dengan dibuktikannya dalam 

suatu visi untuk memprkuat tujuan yang hendak dicapai oleh 

Pemerintah Daerah tersebut. Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah 

Datar juga memiliki visi, sebagai tujuan dalam Pemerintahan. Visi 

Kabupaten Tanah Datar yaitunya:  

"Tanah Datar Sebagai Pusat Budaya Minangkabau Yang Maju, 

Sejahtera dan Berkeadilan" 

  

b. Misi Kabupaten Tanah Datar 

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari 

pemerintahan itu sendiri, Pemerintah Daerah menentapkan suatu 

bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya. Misi Kabupaten Tanah 

Datar yaitu:  

1) Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya 

Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun 

internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman 

dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta 

penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan 

penggalian situs-situs sejarah budaya. 

2) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui 

peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan 

pembinaan pemuda dan olahraga. 

3) Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.  
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4) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan 

sosial.  

5) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan 

serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran 

melalui:  

a) Pengembangan kawasan strategis dengan pola 

kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi 

sektor unggulan. 

b) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan 

prasarana, serta lingkungan yang mendukung 

pembangunan berkelanjutan.  

6) Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan 

melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

7) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan 

pelayanan publik.  

 

2. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset (DPPKAD) Kab. Tanah Datar 

a. Sejarah DPPKA 

Salah satu kebijakan Kabupaten Tanah Datar dalam usaha 

peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Salah 

satu tujuan pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset dapat dilakukan secara terpadu sehingga 

mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendapatan 

Daerah. 

Dalam rangka efektivitas, efesiensi dan optimalisasi 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Tanah Datar melakukan penyempurnaan dan 

penataan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 7 tahun 2008, tentang pembenukan organisasi 

dan tata kerja dinas daerah dirubah dengan Peraturan Nomor 9 

Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Kepala Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas 

Pendapatan dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tanah Datar. Dengan penggabungan ini 

pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan 

asset dikelola dengan baik. 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 

(DPPKA) Kabupaten Tanah Datar  merupakan satuan kerja 

yang berkedudukan sebagai penunjang Pemerintah Daerah 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Datar. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar 

adalah Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

1) Tugas Pokok 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang susunan organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan 

tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerh sebagai berikut: “ Melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset yang berdasarkan 

azas otonomi dan tugas pembantuan”. 
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2) Fungsi  

Dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 

Tahun 2010 ditetapkan fungsi Dinas Pendapatan 

Pengelolaan keuangan dan Asset sebagai berikut: 

a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan 

lingkup dan tugas dibidang penetapan 

pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, 

anggaran, akuntansi dan pengelolaan asset 

daerah. 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum bidang penetapan dan 

evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, 

akuntansi dan pengelolaan aset daerah. 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

bidang penetapan dan evaluasi, peagihan 

pendapatan, anggaran, akuntansi dan 

pengelolaan aset daerah. 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

c. Visi, Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kabupaten Tanah Datar 

1) Visi  

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKA 

Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2010, maka telah ditetapkan 

Visi DPPKA Tanah Datar yang merupakan gambaran 

masa depan yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya 

Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah dengan Manajemen Yang 

Baik.” 
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Terwujudnya pengelolaan pendapatan keuangan dan 

aset yang prima melalui manajemen yang baik 

merupakan bagian dari Visi Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah 

Datar pada perspektif costume. Visi pada perspektif 

kostumer tersebut akan tercapai melalui manajemen 

efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

2) Misi 

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan 

tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dimasa 

depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, 

telah dirumuskan Misi sebagai berikut: 

a) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan 

Asset Daerah yang Rasional, Transparan, 

Parisipatif dan bertanggungjawab. 

b) Meningkatkan pelayana pada Masyarakat. 

c) Meningkatkan kinerja Pengelolaan Pendapatan 

Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan 

efisien. 

d. Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi Dinas 

Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) 

Kab. Tanah Datar 

1) Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 

Tahun 2011 meliputi unsur Pimpinan yaitu Kepala 

Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, 

unsur Staf yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 

Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 
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Struktur organisasi adalah kesatuan kerangka 

organisasi yang ditetapkan untuk proses manajerial, 

sistem, pola tingkah laku yang muncul dan terjadi 

dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan 

manajemen. Struktur organisasi merupakan alat untuk 

membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. 

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas pokok 

kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan 

secara formal. 

Untuk menggambarkan bagaimana bentuk kerangka 

kerja pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan 

dan Asset Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada 

struktur dibawah ini: 
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KEPALA DINAS 

HENDRI, B.AC 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONARIS 
SEKRETARIAT 

D.YONASRI,SE,MM 

SUB.BAG KEUANGAN 

RIZALDI, S.Sos 

SUB.BAG UMUM & 

KEPEGAWAIAN 

ALI ARMAN, SE 

 

ALI ARMAN, SE 

SUB.BAG PERENCANAAN 

& EVALUASI 

RINI YULIANTI 

BIDANG PENETAPAN 

PENDAPATAN & EVALUASI 

INDRA, S.Sos 

BIDANG PENAGIHAN 

PENDAPATAN 

JAUHARI, BA 

SEKSI PENDAPATAN PAD 

DESMAWATI 

SEKSI PENDAPATAN PBB & 

DANA PERIMBANGAN 

WIDYA DWI TANTI, SE 

SEKSI DATA, LEGALISASI & 

PENGKAJIAN PENDAPATAN 

AZWARDI, SH 

SEKSI PENAGIHAN PAD 

YORRY IRAWAN, SE 

SEKSI PENAGIHAN PBB & 

DANA PERIMBANGAN 

Drs. AGUSRIL 

SEKSI PEMBUKUAN & 

VERIFIKASI 

ANIKE DESWIRA, SE 

BIDANG ANGGARAN 

ANDRIANTO, SE MSi 

BIDANG AKUNTANSI 

NURCAHYATI, SE 

BIDANG PENGELOLAAN 

ASSET DAERAH 

BENNI ANAS, SE 

SEKSI PENATAUSAHAAN 

KEUANGAN 

HENDRA 

 MULYAWERMAN,SE 

 SEKSI PERENCANAAN 

ANGGARAN 

MAWARDI 

SEKSI DATA, INVESTASI & 

PINJAMAN DAERAH 

DESFIENTI, SE 

SEKSI PEMBUKUAN 

FITRIA, SE 

SEKSI EVALUASI & 

PELAPORAN 

FERDINANDUS, SE 

SEKSI 

PERBENDAHARAAN 

VIVI LESTARI,SY,SE, 

MSi 

SEKSI INVENTARISASI 

&PEMBUKUAN 

BUDI CHANDRA, SE 

SEKSI ANALISA 

KEBUTUHANPENGADAAN 

& PENDISTRIBUSIAN 

A N D R Y,SE 

 

SEKSI PEMELIHARAAN 

& PENGHAPUSAN 

YESSI AKMALIZA, SSTp 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset  

Kabupaten Tanah Datar  
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2) Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Pendaptan Pengelolaan 

Keuangan dan Asset sebagai mana dimaksud dalam 

Perda No. 9 Tahun 2010 pasal 2 sebagai berikut: 

a) Kepala Dinas 

b) Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian 

2. Subbag Keuangan 

3. Subbag Perencanaan dan Evaluasi 

c) Bidang Penetapan Pendapatan dan Evaluasi, 

Terdiri dari: 

1. Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah 

2. Seksi Pendataan Pajak Bumi 

3. Seksi Data, Legalisasi dan Pengkajian 

Pendapatan 

d) Bidang Penagihan Pendapatan, terdiri dari: 

1. Seksi Penagihan Pendapatan Asli daerah 

2. Seksi Penagihan Pajak Bumi Bangunan dan 

Dana Perimbangan 

3. Seksi Pembukuan dan verifikasi 

e) Bidang Anggaran, terdiri dari: 

1. Bidang Penatausahaan Keuangan 

2. Seksi Perencanaa Anggaran 

3. Seksi Data, Investasi dan Pinjaman Daerah 

f) Bidang Akuntansi, terdiri dari: 

1. Seksi Pembukuan 

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

3. Seksi Perbendaharaan 

g) Bidang Pengelolaan Asset daerah, terdiri dari: 

1. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan 
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2. Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan 

Pendistribusian 

3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan 

h) Kelompok Jabatan Fungsional. 

   

e. Kegiatan Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset (DPPKA) Kab. Tanah Datar 

1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas 

lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Tanah Datar menyelengarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam 

jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

b) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran 

yang me liputi urusan umum, keungan dan 

urusan kepegawaian. 

c) Perumusan kebijakan teknis dibidang 

pendapatan penyelenggaraan kegiatan teknis 

operasional yang meliputi bidang pendataan dan 

penetapan, bidang penagihan dan bidang 

pengolahan keuangan yaitu bidang Akuntansi, 

bidang anggaran dan bidang aset. 

d) Penyelenggaraan bidang administrasi dan 

pelayanan umum kepada masyarakat dalam 

lingkup tugasnya. 
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e) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai 

dngan lingkup tugasnya. 

f) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait 

lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan 

dinas. 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

2) Sekretariat 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a) Pengkoordinasiaan kegiatan kesekretariatan 

untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas. 

b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan 

Perundang-Undangan. 

c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik. 

d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan 

didalam organisasi. 

e) Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan 

urusan berdasarkan azas keseimbangan, dan 

f) Pengkoordinasian penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja SKPD. 

3) Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi. 

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai 

tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan 

perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan 

dan program sesuai ruang lingkup pendataan dan 

evaluasi. Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya 

berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b) Menyusun program perencanaan, pengawasan 

dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya 

untuk bahan koordinasi intern bidang untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya untuk di laksanakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada 

bawahan di bidang tugasnya agar tercapai 

keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

e) Melakukan penyusunan data potensi pajak 

daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan 

khusus pajak daerah 

f) Melakukan uji petik terhdap pengelolaan pajak 

daerah 

g) Menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah 

(NPWPD) 

h) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan 

i) Mencari, menghimpun dan mengelola objek 

wajib pajak daerah 

j) Membuat dan memelihara daftar induk wajib 

pajak daerah. 

4) Bidang Penagihan Pendapatan membawahi: 

a) Seksi penagihan pendapatan asli daerah 

b) Seksi penagihan PBB dan dan perimbangan 

c) Seksi pembukuan dan Verifikasi 
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Bidang penagihan pendapatan mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan 

perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

urutandan program sesuai ruang lingkup penagihan 

pendapatan, kepada bidang penagihan pendapatan 

mempunyai funsi sebagai berikut: 

a) Melakukan penatausahaan penerimaan pajak 

daerah 

b) Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang 

pajak daerah 

c) Menyusun pelaporan penerimaan pajak daerah 

d) Melakukan pembinaan kepada para kolektor 

pajak daerah 

e) Menyiapkan dan mendistribusikan surat 

ketetapan pajak daerah kepada petugas kolektor. 

5) Bidang Anggara membawahi: 

a) Seksi penatausahaan keuangan 

b) Seksi perencanaa anggaran 

c) Seksi data, investasi dan pinjaman daerah 

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan progranm 

sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan 

tugas bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a) Perencanaan kegiatan berdasarkan skala 

prioritas 

b) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 

yang di tetapkan 
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c) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan 

perencanaan 

d) Penganalisaan program dan urusan yang 

menjadi kewenangan. 

6) Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi terdiri dari: 

a) Sub bidang pembukuan 

b) Sub bidang pembendaharaan 

c) Seksi evaluasi dan pelaporan 

Bidang akuntansi pmempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan prigram 

sesuai ruang lingkup anggran. Dalam melaksanakan 

tugas akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi 

kewenangan 

b) Perencanaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

skala prioritas 

c) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 

yang ditetapkan 

d) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan  

7) Bidang Pengelolaan Asset Daerah 

Bidang pengelolaan asset daerah terdiri dari: 

a) Seksi inventarisasi dan pembukuan 

b) Seksi pemeliharaan dan penghapusan 

c) Seksi analisa kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian. 

Bidang pengelolaan asset daerah mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan kebijaksanan dan perumusan pelaksaan 



65 
 

 
 

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang 

lingkup anggaran. 

 

B. Analisis Deskriptif Data 

1. Profil Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tanah Datar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana 

yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari 

suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu 

daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk 

melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-

sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis 

pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-

pajak daerah lainnya. Pajak penerangan jalan setiap tahunnya selalu 

mengalami kenaikan. 

Pajak Penerangan Jalan juga diatur melalui Peraturan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Penerangan Jalan daerah Kabupaten Tanah Datar. Dalam 

peraturan daerah ini di nyatakan yang menjadi objek pajak penerangan 

jalan adalah tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan 

jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek Pajak 

Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

tenaga listrik dan wajib pajak nya adalah orang pribadi atau badan 

yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.  

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Tanah datar 

merupakan pajak yang di pungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. 

Penarikan Pajak Penerangan jalan dilakukan oleh PT.PLN yang 

pembayarannya di satukan di dalam rekening listrik dan kemudian 

disetorkan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset 

(DPPKA) daerah Kabupaten tanah datar. Sistem pemungutan pajak 
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yang digunakan adalah Self Assesment System yaitu sistem 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Maksudnya disini adalah berapa jumlah pajak penerangan jalan secara 

keseluruhan dipungut oleh PLN langsung dan DPPKAD sifatnya 

hanya menerima. 

Untuk penentuan tarif Pajak Penerangan di Kabupaten Tanah Datar 

ini sendiri di kenakan tarif sebesar 6%  rata-rata untuk seluruh 

penanggung wajib pajak baik rumah tangga maupun instansi. Untuk 

pembayaran pajak pelanggan PLN di Kabupaten Tanah Datar ada dua 

yaitu: 

1. Konvensional 

Yaitu perhitungannya dilakukan setelah pemakaian listrik itu 

sendiri (Pasca Bayar) 

2. Pulsa 

Yaitu perhitungannya dilakukan dengan cara adanya 

pemotongan langsung dari pembelian pulsa itu sendiri. 

 

Penerangan Jalan adalah penerangan tenaga listrik untuk 

menerangi jalan umum, Sehingga penerimaan Pajak yang diperoleh 

dari Pajak Penerangan Jalan akan digunakan untuk membiayai 

penerangan jalan pada jalan umum yang meliputi pemeliharaan dan 

perbaikan lampu jalan. 

Di Kabupaten Tanah Datar menyangkut Pajak Penerangan 

Jalannya ada mengenal yang namanya BPJU yaitu Biaya Penerangan 

jalan Umum, yang biaya ini langsung diperoleh dari Pajak Penerangan 

Jalan itu sendiri. Sedangkan pengelolaan dan pemasangan lampu-

lampu jalan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Potensi pajak pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar 

masih sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan, pajak 
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peneranngan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang 

memiliki penerimaan terbesar dalam pos pajak daerah di Kabupaten 

Tanah Datar. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak 

penerangan jalan diharapkan setiap desa akan memiliki penerangan 

sebanyak 20 titik penerangan di setiap desa.
72

 

 

C. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Tanah Datar 

Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan  yang dimaksudkan 

di sini adalah seberapa jauh tercapainya target Pajak Penerangan Jalan 

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten tanah Datar dengan 

realisasi penerimaan Pajak Penerangan jalan. 

Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:
73

 

 

 

 

      Sehingga untuk mencari Efektivitas per masing-masing pajak 

daerah digunakan rasio berikut dengan cara:
74
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 Wawancara dengan Bapak Azwardi selaku Kasi Datalegalitas Pengkajian di DPPKAD 

pada tgl: 5 desember 2016 
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Felychita Shanza, “ Analisis..................hal. 5-6 

 

4
  Ni Putu Dian.................97-105 

 Realisasi  Pajak Daerah                    

Efektifitas  =     x 100 %  

  Target  Pajak Daerah 

 

 

             Realisasi  Pajak Penerangan Jalan 

 Efektifitas  =                         x 100 % 

                           Target  Pajak Penerangan Jalan 
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   Berikut ini adalah Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan 

jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 

2011-2015: 

 

 

 

 

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Efektivitas 

dari pajak Penerangan Jalan yaitu sebagai berikut: 

1) Tahun 2011 

          Rp. 4.465.033.680 

Efektivitas   =                   = 123,94 % 

                 Rp. 3.602.557.553      

         

 

2) Tahun 2012 

                    Rp. 4.805.042.263              

 Efektivitas  =                 = 105,43 % 

                Rp. 4.557.233.600 

 

 

3) Tahun 2013 

    Rp. 5.209.511.137              

 Efektivitas  =                 = 102,82 % 

      Rp. 5.066.619.181 

 

4) Tahun 2014 

   Rp. 5.925.985.241              

 Efektivitas  =                 =  83,31 % 

     Rp. 7.112.979.410 

 

 

5) Tahun 2015 

    Rp. 6.403.664.512            

 Efektivitas  =                 = 102,94 % 

      Rp. 6.220.265.080 

 

X  100% 

X 100% 

X  100% 

X 100% 

  X 100% 

             Realisasi  Pajak Penerangan Jalan 

 Efektifitas  =                         x 100 % 

                           Target  Pajak Penerangan Jalan 
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Dari hasil perhitungan Efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan 

dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap  

Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar 

periode tahun 2011-2015 

 

Tahun Target 

PPJ 

Realisasi 

PPJ 

% Skala 

Persentase 

2011 Rp. 3.602.557.553 Rp. 4.465.033.680   123,94 % Sangat  

Efektif 

2012 Rp. 4.557.233.600 Rp. 4.805.042.263   105,43 % Sangat 

 Efektif 

2013 Rp. 5.066.619.181 Rp. 5.209.511.137  102,82 % Sangat   

Efektif 

2014 Rp.7.112.979.410 

 

Rp. 5.925.985.241    83,31 % Kurang  

Efektif 

2015 Rp .6.220.265.080 Rp. 6.403.664.512         102,94 % Sangat  

Efektif 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Tanah Datar (data yang diolah) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dilihat tingkat efektif pajak penerangan 

jalan dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami naik dan turun. Pada 

tahun 2011 tingkat keefektifitasnya sangat efektif  sebesar 123,94 % 

melebihi dari 100% batas standar efektifitasnya, Kabupaten Tanah 

Datar menetapkan target yang harus diraih pada tahun 2011 sebesar 

Rp. 3.602.557.553 dan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh 

sebesar Rp. 4.465.033.680. Pada tahun selanjutnya 2012, pemerintah 

menaikan target pajak yang harus dicapai karna pemerintah 

menggangap pada tahun tersebut bisa untuk melebihi tahun 

sebelumnya, realisasi pajak penerangan jalan yang didapat sebesar 

Rp.4.805.042.263 mengalami peningkatan dari realisasi pajak tahun 

2011 dengan persentase efektifitas penerimaan pajak penerangan jalan 

sebesar 123,94  % menjadi 105,43 % masih sangat efektif. 

 Tahun 2013 tingkat efektivitas  pajak penerangan jalan Kabupaten 

Tanah Datar kembali sangat efektif, skala persentasenya sebesar 

102,82 %. Disebabkan karna pemerintah kembali menaikkan target 
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yang harus dicapai dari tahun sebelumnya, target tahun 2013 sebesar 

Rp. 5.066.619.181 dan realisasi yang dicapai sebsar Rp. 

5.209.511.137. Tahun 2014 Kab. Tanah Datar  kembali meningkat kan 

target sebesar Rp. 7.112.979.410, realisasi mencapai Rp. 

5.925.985.241 tingkat efektifnya 83,31% termasuk kategori kurang 

efektif, jauh menurun dari realisasi yang diterima tahun sebelumnya. 

 Penyebab terjadinya hal tersebut karna  tingkat kenaikan target yang 

terlalu tinggi oleh pemerintah yang hanya berpatokan atau berpedoman 

dari hasil atau potensi tahun sebelumnya tanpa melihat realita yang 

sulit dicapai dilapangan dan disebabkan juga kurangnya kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak ke DPPKAD Kabupaten Tanah 

Datar dan wajib pajak tidak membayar pajak sesuai aturan,
75

 

Tahun 2015 tingkat efektif  pajak Penerangan Jalan Kab. Tanah 

Datar kembali sangat efektif, skala persentasenya sebesar 102,94%. 

Disebabkan karna pemerintah menurunkan target yang harus dicapai 

dari tahun sebelumnya, target tahun 2014 sebesar Rp. 7.112.979.410 

dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 5.925.985.241. Pada tahun 2015  

tingkat efektif pajak Penerangan Jalan Kab. Tanah Datar kembali 

sangat efektif karna pemerintah masih berpatokan pada potensi tahun 

sebelumnya tanpa mempertimbangkan dengan alasan yang tepat agar 

tingkat efektif tetap terjaga bahkan meningkat. Alasan lainya 

pemerintah yang menetapkan sistem pemunggutan Self Assesment, 

yang mana wajib pajak yang menghitung pemaparan pajaknya sendiri 

dan menyetorkan sendiri ke DPPKA Kab. Tanah Datar, dengan 

demikian masih banyaknya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan 

pajaknya. Dengan diturunkannya kembali target di tahun 2015 sebesar 

Rp. 6.220.265.080 dengan realisasi sebesar Rp. 6.403.664.512 dinilai 

persentasenya sebesar 102,94 %  dan skala presentasenya sangat 

efektif karna melebihi 100%.        

                                                             
75

Azwardi (Kasi Datalegalitas Pengkajian), Hasil Wawancara, Tanggal 5 Desemberr 

2016 
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Berdasarkan tingkat rasio efektifitasnya semakin tinggi persentse, 

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik, dilihat pada tahun 

2011 tingkat persentase sebesar 123,94%, pada tahun 2012 persentase 

sebesar 105,43% , tahun 2013 persentase 102,82%, dan tahun 2014 

presentase 41,13% diartikan pada tahun ini kemampuan daerahnya 

mencapai tujuan tidak baik dari tahun-tahun sebelumnya karena 

tergolong rendah turun sebesar 61,69%, tahun 2015 persentase sebesar 

102,94% dinilai kemampuan daerah mencapai tujuan kembali baik. 

 

D. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Tanah Datar 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah 

memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah. Dalam 

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan 

pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan 

Total penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar 

hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan 

terhadap Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya 

terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan Jalan terhadap pajak Daerah 

juga kecil.
76

 

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Penerimaan pajak 

daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

1. Berikut ini adalah Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2011-

2015: 

                                                             
76

Mahmudi, Analisis........, hal.145 

        Realisasi  Pajak Daerah      

Kontribusi =                   x 100 % 

    Realisasi Total  Pajak Daerah 
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 Berdasarkan Rumus Kontribusi diatas dapat dilakukan perhitungan 

kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah yaitu sebagai 

berikut: 

 

1) Tahun 2011 

    Rp. 4.465.033.680 

Kontribusi  =             = 82,10 % 

              Rp. 5.438.175.197 

 

 

2) Tahun 2012 

               Rp. 4.805.042.263 

Kontribusi  =              = 70,53 % 

              Rp. 6.812.301.004 

 

3) Tahun 2013 

 

    Rp. 5.209.511.137 

Kontribusi  =                = 65,94 % 

    Rp. 7.899.798.663,93 

 

4) Tahun 2014 

   Rp. 5.925.985.241 

Kontribusi  =                 = 62,65 % 

     Rp. 9.458.236.048 

 

 

5) Tahun 2015 

    Rp. 6.403.664.512         

Kontribusi  =                = 58,83% 

      Rp. 10.883.448.759 

Dari hasil perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini: 

  Realisasi  Pajak Penerangan Jalan       

Kontribusi =                            x 100 %

     Realisasi Total Pajak Daerah 

 

X  100% 

X  100% 

X  100% 

X 100% 

  X 100%  
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Tabel 4.2 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap  

Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar  

periode tahun 2011-2015 

 

Tahun Realisasi 

PPJ 

Realisasi Pajak 

Daerah 
% 

Skala 

Persentase 

2011 Rp.4.465.033.680 Rp.5.438.175.197,00 82,10% Sangat Baik 

2012 Rp.4.805.042.263 Rp.6.812.301.004,00 70,53% Sangat Baik 

2013 Rp.5.209.511.137 Rp.7.899.798.663,93 65,94% Sangat Baik 

2014 Rp.5.925.985.241 Rp.9.458.236.048,00 62,65% Sangat Baik 

2015 Rp.6.403.664.512 Rp.10.883.448.759,00 58,83% Sangat Baik 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Tanah Datar(data yang diolah) 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase kontribusi pajak 

penerangan jalan Kab. Tanah Datar pada tahun 2011 sangat baik 

berkontribusi terhadap Pajak Daerahnya, persentasenya sebesar 

82,10%.  

Pada tahun 2012 penerimaan pajak yang mengalami kenaikan 

menjadi Rp. 4.805.042.263 dilihat dari tahun sebelumnya yang hanya 

Rp. 4.465.033.680, walaupun kenaikannya tidak banyak hal ini cukup 

mempengaruhi skala persentase pada kontribusi dari tahun 

sebelumnya menjadi sebesar 70,53% yang masih berkontribusi sangat 

baik. Pada tahun 2013, persentasenya menurun dari tahun sebelumnya 

sebesar 70,53% menjadi 65,94 % meskipun demikian tetap saja 

penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun ini masih sangat baik 

berkontribusi terhadap Pajak daerah. 

 Pada tahun 2014 persentase kontribusi kembali mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 62,65 %, dengan skala 

presentase sangat baik berkontribusi,karna penerimaan pajak 

penerangan jalannya menurun dan dilihat dari Pajak Daerahnya jauh 

meningkat dari tahun sebelumnya, jumlah penerimaan pajak yang 

sedikit jelas akan mempengaruhi persentase kontribusi. 
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Kemudian dilihat pada tahun 2015 persentase kontribusi pajak 

penerangan jalan Kab. Tanah Datar sebesar 58,83 % , persentase yang 

didapat tahun tersebut  mengalami penurunan kembali dari tahun 

2014 persentasenya sebesar 62,65%. Jumlah penerimaan pajak pun 

meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp. 

5.925.985.241 menjadi Rp. 6.403.664.512, persentase kontribusi  

pajak penerangan jalan pada tahun ini masih sama dengan tahun 

sebelumnya masih sangat baik berkontribusi karna secara keseluruhan 

presentasenya selalu diatas 50%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan melihat Efektivitas 

dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah pada 

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai dengan 

2015, pajak daerah yang diteliti adalah pajak penerangan jalan. 

Bedasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan adalah : 

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2011 sampai 2015 

Kabupaten tanah Datar cendrung sangat efektif tetapi ada juga yang 

kurang  efektif, yaitu terjadi pada tahun 2014. Efektif atau tidaknya 

terlihat dari penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan. Pajak Penerangan jalan pada  tahun 2011 sangat 

efektif sebesar 123,94%, tahun 2012 sangat efektif sebesar 105,44%, 

pada tahun 2013 sebesar 102,82% kembali sangat efektif, dan pada 

tahun 2014 sebesar 83,31% yaitu kurang efektif, tahun 2015 pajak 

penerangan jalan sebesar 102,95 sangat  efektif, semakin tinggi 

persentasenya maka kemampuan daerah mencapai tujuan dinilai 

semakin baik dan  pada tahun 2011 persentasenya paling tinggi dari 

tahun lainnya.  

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di 

Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 secara 

keseluruhan berkriteria sangat baik berkontribusi terhadap Pajak 

daerah, rata-rata yang dihasilkan setiap tahunnya pada pajak 

penerangan jalan secara keseluruhan mencapai diatas 50%, tahun 2011 

sebesar 82,10%, tahun 2012 sebesar 70,53%, tahun 2013 sebesar 

65,94%, tahun 2014 sebesar 62,65% dan pada tahun 2015 sebesar 

58,83%. 

Sangat baik berkontribusinya pajak penerangan jalan terhadap Pajak  

Daerah dikarenakan cenderung tingginya kesadaran dan ketaatan wajib 
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pajak dalam pembayaran pajaknya. Sedangkan potensi pajak 

penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar masih sangat potensial 

untuk digali. Dari sisi penerimaan, pajak penerangan jalan merupakan 

salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan terbesar dalam 

pos pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar. 

 

B. Saran 

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari 

keterbatasan kemampuan Penulis, namun penulis juga berharap penelitian 

ini dapat memberikan manfaat kepada DPPKAD Kabupaten Tanah Datar 

dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan 

hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan beberapa saran, 

diantaranya : 

1. DPPKAD Kab. Tanah Datar  untuk tahun kedepannya dalam 

penetapan target jangan berdasarkan potensial dari tahun-tahun 

sebelumnya agar setiap yang akan dilewati efektif bahkan sangat 

efektif. 

2. DPPKAD Kab. Tanah Datar harus melakukan observasi langsung 

upaya untuk memberi informasi yang lengkap tentang peraturan 

perpajakan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dan 

dicari metode sosialisasi yang kondusif terhadap peningkatan 

kesasadaran wajib pajak. 

3. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat. Untuk 

itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, 

mengembangkan kebijakan keuangan publik, tarif pajak yang kondusif 

yang tak terlalu membebani masyarakat. 
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